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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : XXX tempat dan tanggal lahir Palangga, 18
Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan XXXXXxx
XXXXXX XxXxxX, pendidikan D3, tempat kediaman di
KABUPATEN MUNA, dengan demisili elektronik
pada alamat e-mail marniindogai6é@gmail.com
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifudin, S.H
dkk, masing-masing Advokat/Pengacara/Penasehat
Hukum pada Kantor Sarifudin, S.H dan Partner
domisili elektronik pada alamat email
Sarifudinsh501 @gmail.com, yang berkantor di Jalan
Ir. Soekarno, Desa Ghonsume, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX-SULTRA. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha
Nomor: 20/SK/2024/PA.Rh tertanggal 16 Februari
2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duruka, 03 Juni 1978, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XxXXXX, pendidikan
S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024
yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-court pada tanggal 26
Februari 2024 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Rh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2010 telah dilangsungkan
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama Islam di KABUPATEN MUNA;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan
wali nikah orang tua Penggugat yang bernama XXX (Almarhum) dan dihadiri
dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa
seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas serta sara-sara 15 boka
adat Muna dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama XXX;

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan tinggal dirumah
orang tua Tergugat di KABUPATEN MUNA sekitar 2 tahun, setelah itu tinggal
dirumah keluarga Penggugat di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute,
XXXXXXXXX XXXX sebagai kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 1 (satu)
orang anak yang bernama XXX, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan
tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah yang disebabkan oleh:

6.1. Tergugat jarang pulang dikediaman bersama;

6.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat beserta anak;
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7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2016 dimana Tergugat sudah tidak lagi

menafkahi Penggugat berserta anak, sehingga Penggugat tidak mau lagi

tinggal bersama Tergugat dan Penggugat kembali dirumah orang tua

Penggugat di KABUPATEN MUNA;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, sejak akhir tahun 2016 Penggugat

dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan sudah tidak ada lagi

harapan untuk kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah. Olehnya itu, agar masing-masing pihak

tidak melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian

merupakan jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2, Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2010 menurut agama Islam di
KABUPATEN MUNA;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 8
Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
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datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa
Hukum Penggugat yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara
Pengambilan Sumpabh;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam
status sebagai PNS (XXxXxxxx XXxXxxX Xxxxx), Pengugat telah mengajukan izin
untuk bercerai. Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan xxxxxxxxx xxxx Nomor 800/74111/2024 tanggal 20 Maret 2024
Penggugat diberikan izin untuk bercerai.

Bahwa Tergugat sebagai PNS (XXXXXXX XXXXXX XXxxX) tidak dapat
dimintai surat keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat XXX NIK XXX, tanggal 15
Desember 2012 vyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, XXXxXxxxxx Xxxx, Provinsi Sulawesi
Tenggara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti P;
B. Saksi
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1, SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari
2010 di KABUPATEN MUNA,;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama XXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam bernama
XXX;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah XXX (saksi sendiri) dan HXXX;

- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang
berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
adalah seperangkat alat sholat, cincin emas dan 15 Boka adat Muna
dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh
persetujuan kedua belah pihak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah sampai dengan saat ini
Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah

orang tua Tergugat di KABUPATEN MUNA sekitar 2 tahun, setelah itu

tinggal dirumah keluarga Penggugat di Kelurahan Wali, Kecamatan

Watopute, XXXXxXXxxx Xxxx sebagai kediaman bersama terakhir.
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak bernama Muhammad Alfatih Ndogai bin Jamaludin, yang saat ini
tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal
bersama,;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat
tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
tetapi saksi pernah disampaikan oleh Penggugat kalau Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat jarang pulang dikediaman bersama dan
Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun
2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di
KABUPATEN MUNA dan Tergugat juga kembali ke rumah orang
tuanya di KABUPATEN MUNA;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun
2016;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat
tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya dan juga
Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan
anaknya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai,
namun tidak berhasil;
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2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugatmenikah pada tanggal 20 Januari
2010 di KABUPATEN MUNA,;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Penggugat bernama XXX;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam, bernama
Alimin Dere;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah XXX (saksi sendiri) dan XXX (saksi pertama);

- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang
berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
adalah seperangkat alat sholat, cincin emas dan 15 boka adat Muna
dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari oleh
persetujuan kedua belah pihak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah sampai dengan saat ini
Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah

orang tua Tergugat di KABUPATEN MUNA sekitar 2 tahun, setelah itu

tinggal dirumah keluarga Penggugat di Kelurahan Wali, Kecamatan

Watopute, XXXXxXXxxx Xxxx sebagai kediaman bersama terakhir.
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal
bersama;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat
tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
tetapi saksi pernah disampaikan oleh Penggugat kalau Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya
dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama,;

- Bahwa saksi tidak tahu peyebab lainnya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun
2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam)
tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat telah
memberikan  kuasa kepada  Sarifudin, S.H dkk, masing-masing
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Sarifudin, S.H dan Partner
domisili elektronik pada alamat email Sarifudinsh501@gmail.com, yang
berkantor di Jalan Ir. Soekarno, Desa Ghonsume, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
xxXxX-SULTRA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor:
20/SK/2024/PA.Rh tertanggal 16 Februari 2024. Berdasarkan Fotokopi berita
acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan kartu tanda advokat
para kuasa hukum Penggugat masih berlaku, maka para Kuasa Hukum
Penggugat; nyatanya telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4
(ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian para Kuasa
Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk
mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan
pertimbangan tentang kedudukan atau status Penggugat sebagai XXXXxXx
XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kedudukannya sebagai XXxxxxx
XXXXXX XXXXX, maka untuk dapat melangsungkan perceraian Penggugat harus
terlebih dahulu mendapat izin perceraian dari atasannya. Hal mana sesuai
dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi XXXXXXX XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan
perceraian dalam status sebagai seorang XXXXXXX XXXXXX XXxXXX, Penggugat
telah mengajukan izin kepada atasannya untuk melakukan perceraian dengan
Tergugat. Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan xxxxxxxxx xxxx Nomor 800/74111/2024 tanggal 20 Maret 2024,
Penggugat diberikan izin untuk bercerai. Oleh karena itu, Majelis berpendapat
pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
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persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 8 Maret
2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat dan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di
KABUPATEN MUNA, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama
XXX (almarhum) serta dinikahkan oleh imam yang bernama XXX dengan
maskawin seperangkat alat shalat, sebuah cincin emas serta sara-sara 15 boka
adat Muna dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX,
selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke kediaman
bersama dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat beserta anak,
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua
Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6
(enam) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai
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dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf

b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik
dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi
syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI 1 dan SAKSI I, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Penggugat hadir pada
saat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui proses akad nikah
antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaiamana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping
mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan
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pengesahan perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai permohonan pengesahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan
keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta
sebagai berikur :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010
di KABUPATEN MUNA,;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan dengan wali nikah bapak kandung Penggugat yang
bernama XXX, serta dinikahkan oleh imam yang bernama XXX dengan
maskawin seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas serta sara-sara
15 boka adat Muna dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama XXX dan
XXX;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan
Tergugat perjaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk
menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut
perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan
tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam dan telah dilaksakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/kuasa
hukumnya yang menyatakan telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat
Islam hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf a, c dan
e Jo.Pasal 14 Kompilasi Huukum lIslam, maka Majelis Hakim perlu

mengemukakan pendapat fugaha dalam kitan i'anatut Thalibin yang berbunyi:
g 935 o albg ivg aizmo 4S5 8ol e 7S el 39
J_g.)& gS.).bLAfu_g

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus
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dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua

orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah Penggugat
telah memenhui ketentuan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf a, ¢ dan e
Jo.Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan
gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan Tergugat
sudah tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai
sekarang telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya,;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kesepahaman
kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama
lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan
rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat
tidak ada yang menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat
dan Tergugat, melainkan para saksi hanya mendengar keluhan dari Penggugat
karena ketika Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat
menceritakan kepada para saksi perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak
ada perselisihan dan pertengkaran karena karakteristik perselisihan dan
pertengkaran dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak
semua peristiwa bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian
yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan
sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat sesuai
dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8
Juni 2003, meskipun para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht
gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum
(vreem de oozaak), kesaksiannya secara formil dan materii mempunyai
kekuatan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya
perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak
saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah
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berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi

meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak
pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu
sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan
indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan
Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim telah  berupaya  untuk
memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat
pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut
tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa
dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :

led] loiSui) Lolo 1 pSowail (yo 050 315 Ol @bl (o9
0954y poi) wbY s (19 0] 4o g 8350 pSin 229

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :

dlas)l cl> e o xio suwliall )

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut :

iola)l ade sl gz o) aze i)l @t pas sl ol
)

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

coll Blicl ol azg )l diny iola)l sa) alees cuiy 158
log) Lol o 8 uinsdl plgd azo HlayY Lo slsuYl 0lSs
a5l aall lgalls Lagin o)l & olall j=eg

Artinya @ “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh
karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat,
(PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il
halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Y s 969 oz pld proluiall plS> o @S> Wl E5 o
oJ 3>

Artinya : 7 Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya " ;
dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
ade oSAlg
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(1 €9-Y-, 1Y)
Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,

maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dan
Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010
di KABUPATEN MUNA;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Raha pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis,
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H dan Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.l,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat
melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.H.l., M.H. sebagai
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Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya secara elektronik

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Panitera

Salahudin, S.H.l., M.H.
Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 42.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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